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PUTUSAN
Nomor 0519/Pdt.G/2018/PA TALU

e N TNA
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
jualan, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
satpam, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03

Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan

dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2018/PA TALU,

tanggal 03 Desember 2018 mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Jum’at tanggal 14
Mei 2010, yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor: ***[xx[x*[***x tartanggal **/**[****;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat
KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Sewaktu-waktu saya:
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(1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;

(2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan
lamanya;

(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;

(4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan
lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya
kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta
diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti)
kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah
tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat di rumah orang tua
Penggugat di Jorong Pasar Baru Utara, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan
Sungai Beremas, sampai berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu
orang anak bernama Anak bin Tergugat, lahir pada tanggal **/**/****;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, akan tetapi pada bulan November 2014, Tergugat pergi dari
kediaman bersama dimana Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di
Kecamatan Sungai Beremas, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang ke
rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah belanja rumah tangga
serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk
Penggugat dan anak, sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak
pernah hidup bersama lagi yang hingga kini telah 4 tahun 1 bulan lamanya;

6. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan
Tergugat pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat);

7. Bahwa Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan
Agama Talu dan Penggugat bersedia membayar uang Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;
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8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat
mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Talu Cg. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini
dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat

(Penggugat) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan,
terhadap panggilan mana, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil
atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita relaas panggilan
Nomor 0519/Pdt.G/2018/PA TALU tanggal 13 Desember 2018 dan tanggal 20
Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu
disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga
perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh
karena Tergugat tidak pernah hadir;
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Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak
pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara
ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian
tersebut menganut hukum acara khusus (lex specialis), maka Penggugat
dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***[**[**[x** tartanggal **/**/**** yang
dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Sungai
Beremas yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian
Ketua Mejelis meneliti dan mencocokan fotokopi tersebut dengan aslinya,
ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;
B. Saksi Saksi
1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa, Tergugat bernama Altra Suwandra;

- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat

sebagai suami istri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010;

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi

di Jorong Pasar Baru Utara, Kenagarian Air Bangis, Kecamatan Sungai

Beremas, sampai berpisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik selama 2 tahun.
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Namun kemudian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama ke rumah
orang tua Tergugat tanpa alasan yang sabh;

- Bahwa, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama sejak tahun 2014
sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal
bersama,;

- Bahwa, setahu saksi tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat pergi dari tempat tinggal
bersama;

- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan
Tergugat tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa, Selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah
menafkahi Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta untuk nafkah
hidup Penggugat. Memberi kabar pun tidak. Sama sekali tidak peduli;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah
dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi ll, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa, Tergugat bernama Altra Suwandra;

- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat
sebagai suami istri;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2010;

- Bahwa, Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Penggugat di Jorong Pasar Baru Utara, Kenagarian Air
Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, sampai berpisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik selama 2 tahun.
Namun kemudian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama ke rumah

orang tua Tergugat tanpa alasan yang sah;
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- Bahwa, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama sejak tahun 2014
sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal
bersama;

- Bahwa, setahu saksi tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat pergi dari tempat tinggal
bersama,;

- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan
Tergugat tidak pernah bersama lagi;

- Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah
menafkahi Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta untuk nafkah
hidup Penggugat. Memberi kabar pun tidak. Sama sekali tidak peduli;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah

dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi dan
menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Penggugat juga menyerahkan iwadh berupa uang sejumlah Rp
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara
lisan yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa dalil gugatannya

telah terbukti dan patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah
dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat
uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita
acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara ini,
ternyata Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili
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perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini
dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di
persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang
lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan
Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap
tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan
Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal 405 yang maknanya:
"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau
mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah
haknya."

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka
proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65 dan Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan, tetapi
Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap memeprtahankan
ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat
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dengan dijatuhkannya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan
alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih 4 tahun dan
selama itu Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula
meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat lex generalis ketidakhadiran
Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya
yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap
gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga
Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang bernama Eliya
Eprida binti Madinin dan Febria Ramadhani binti Atran yang akan dinilai oleh
Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Penggugat,
Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah Nomor: ***[**[x*[x* “tanggal **/**/**** yang dikeluarkan oleh Kepala KUA
Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Majelis Hakim dapat
menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dimana
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi
dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan
telah cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat
keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi
syarat materil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat telah
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam
perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara
ini (persona standi in yudicio);
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang
mana saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta
telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya,
maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan
mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Rumah tangga Penggugat
dan Tergugat awalnya baik, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak baik, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa
izin Penggugat dan tanpa alasan selama 4 Tahun, selama itu pula Tergugat
tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat.
Kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan
dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini
kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai
Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan
dengan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis menemukan
fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik tidak baik.
Penyebabnya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin
Penggugat dan tanpa alasan selama lebih dari 2 (dua) tahun, selama itu pula

Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik lagi, dan
tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran
Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan;

Hal 9 dari 12 hal Putusan. Nomor 519/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dalil-
dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat melanggar taklik talak
nomor (1), (2) dan (4);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dari Hadits dari

riwayat Imam Turmizi yang bunyinya sebagai berikut :

P oy gl Lol o ol Lo ol agbog pd e oy gedunal

Artinya : Orang Islam itu terikat pada janjinya kecuali janji yang

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Sejalan dengan pendapat ahli Figih dalam Kitab Syarqawi A’lat Tahrir yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis yang Artinya : Barang siapa yang
mengantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan
adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata unsur
alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi, dan harus dinyatakan bahwa syarat ta’lik talak telah
terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sedangkan
berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P., antara
Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat
pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak satu yang kesatu, dan
berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, talak
yang dijatuhkan adalah talak khul’;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan

Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat ) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Rabi’ul Akhir 1440 Hijriyyah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag,
M.H.l., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi, S.H.l., dan A. Wafi, S.H.l., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Efizon, sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal Putusan. Nomor 519/Pdt.G/2018/PA TALU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldi, S.H.1., H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.

A. Wafi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Efizon

Perincian Biaya:

1. Biaya PendaftaranRp  30.000,00

2. Biaya Proses Rp  50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 375.000,00

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

5. Biaya Materai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 466.000,00
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